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RAN DAERAHN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 26 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa dengan telah ditctapkan Undang -~ undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
’ajak Daerah, maka untuk terciptanva tertib pengaturan perlu dilakukan
peninjauan kembali Peraturan Dacrah Tingkat 11 Musi Banvuasin Nomor 9
Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran:

bahwa untuk maksud tersebut dalam hurul a, perlu membentuk Peraturan
Dacrah tentang Pajak Hotel.

Undang — undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Sclatan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1821 ),
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Undang — undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

40, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3684 ):

Undang — undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak  dengan
Suarat Paksa ( Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 );

Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 ):

Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan
antara Pemerintah  Pusat dan Dacrah ( Lembaran Negara Republik
[ndoncsia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Iecmbaran Ncgara Nomor
3848 ):

Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
LLembaran Negara Nomor 4048 );



Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Tehnik  Penyusunan Peraturan  Perundang undangan dan Bentuk
Rancangan Undang — undang. Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 70 ):

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banvuasin Nomor 22 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Dacrah Kabupaten Musi
Banyuasin ( Lembaran Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000
Nomor 27 ).

Dengan persctujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Mencetapkan @ PERATURAN DAERAI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG
PAJAK HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
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Dacrah adalah Kabupaten Musi Banvuasin:

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Dacrah beserta Perangkat Daerah
Otonom vang lain sebagai Badan Eksekutif Dacrah;

Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin;

Badan Pengelola Keuangan Dacrah (BPKD) adalah Badan Pengelola
Kcuangan Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin;

Pajak Hotel vang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas
penyelenggaraan Hotel: '
Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
menginap / istirahat, memperoleh pelavanan dan atau fasilitas lainnya
dengan dipungut bavaran, termasuk bangunan lainnya yang mengatur
dikelola dan dimiliki oleh pihak vang sama kecuali untuk Pertokohan dan
Perkantoran;

Pengusaha Hotel adalah Perorangan atau Badan yang menyclenggarakan
usaha Hotel untuk dan atas namanya scndiri atau untuk dan atas nama
pthak lain yang menjadi tanggungannya:

Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah vang sclanjutnya disingkat SPTPD
adalah  Surat yang digunakan olch Wajib Pajak untuk mclaporkan
perhitungan dan pembavaran Pajak vang terhutang menurut peraturan
Perundang — undangan Perpajakan Dacrah:
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Surat Ketetapan Pajak Dacrah vang selanjutnva disebut SKPD adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnyva jumlah Pokok Pajak yang terhutang’
dan batas jatuh tempo pembayaran;

- Surat Setoran Pajak Dacrah vang sclanjutnva disebut SSPD adalah Surat
vang digunakan olch Wajib Pajak untuk meclakukan pembayaran atau
penyetoran Pajak vang terhutang ke Kas Dacrah atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Bupati:

- Surat Ketetapan Pajak Derah kurang bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah Surat Keputusan vang menentukan besarnya jumlah Pajak
vang terhutang, jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan pembavaran
Pokok Pajak, besarnva sanksi administrasi. dan jumlah vang masih harus
dibavar;

2. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bavar Tambahan, vang sclanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan vang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan:

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bavar, vang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah Surat Keputusan vang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karcna jumlah kredit pajak Iebih besar dari pajak yang
terhutang atau tidak seharusnva terhutang;

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, vang sclanjutnya disingkat SKPDN

adalah Surat Keputusan yang menetukan jumlah pajak vang terhutang sama

besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak
ada kredit pajak;

. Surat Tagihan Pajak Daerah vang selanjutnva disingkat STPD adalah surat

untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa dan

atau denda.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas sctiap pelavanan di hotel:

Objek Pajak adalah setiap pelayanan vang disediakan dengan pembayaran
di hotel:

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (2) meliputi :

a. Tasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain :
gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan.
losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumiah
kamar 15 atau lebih vang menvediakan  fasilitas seperti rumah
penginapan:

b. Pelayanan penunjang antara lain tclepon, faksimili, tcleks, fotocopy,
layanan cuci, seterika, taksi dan pengangkut lainnya vang disediakan
atau dikelola hotel;

¢. [Tasilitas olch raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran ( fitness
centre ), kolam renang, lapangan tenis, lapangan golf, karaoke, pub,
diskotek yang disediakan atau dikelola hotel:



d. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemua di hotel.

Pasal 3
Dikecualikan dari Pajak, adalah
P

a. Penyvewaan rumah atau kamar. apartemen dan fasilitas tempat tinggal

lainnya vang tidak menvatu dengan hotel:
b. Asrama dan pcsanteren;
c. lasilitas oleh raga dan hiburan vang disediakan di hotel vang dipergunakan
oleh bukan oleh tamu hotel dengan pembavaran;
d. Pertokoan, perkantoran perbankan, salon vang dipakai olch umum di hotel:
¢.  Pclayanan wisata vang disclenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan
olech umum.
Jasal

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan vang melakukan
pembayaran atas pelayanan hotel:

(2) Wajib Pajak Hotcl adalah pengusaha hotel,

BAB Il
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal §

Dasar pengenaan adalah jumlah pembavaran vang dilakukan kepada hotel
Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 %o ( sepuluh persen ),
BAB IV

WILAYAII PEMUNGUTAN DAN TATA CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7
(1) Pajak vang terhutang dipungut di wilayah Daerah;
(2) Besarnya  pajak  terutang  dihitung  dengan  cara  mengalikan  tarif

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal

BABY ... ..
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BAB Y

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu vang lamanva | (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak pada saat pelavanan di hotel.
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Pasal 10
Sctiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD:

SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya:

SPTPD scbagaimana dimaksud avat (1) harus disampaikan kepada Bupati
selambat — lambatnya 15 ( lima belas ) harn sctelah berakhirnya masa
pajak:

T

Bentuk, ist dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BADB Vi
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 avat (1) Bupati
menectapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD:

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak SKPD
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

Wajib Pajak vang membavar sendiri. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 11 avat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan
menetapkan pajak sendiri vang terhutang;

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun scsuadah saat terhutangnva pajak
Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKIS ;

b. SKPDKBT :
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(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a diterbitkan :
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a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain sanksi
administrasi berupa denda 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
vang Kkurang atrau terlambat dibavar untuk jangka paling lama 24
( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak tuhulangnya pajal\_

b. Apabila SPTPD tidak dlsampmkzm dalam jangka waktu vang
ditentukan  dan telah ditegur ‘secara tertulis dikenakan  sanksi
administrasi berupa denda 2 % (dua persen ) scbulan dihitung dari
pajak vang kurang atau terlambat dibavar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat ) bulan dihitung scjak saat terhutang
pajak:

¢.  Apabila Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak — pajak yang
terhutang dihitung sccara jabatan. dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen ) dari pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 %
(dua persen ) sebulan dihitung dari pajak vang atau terlambat dibavar
untuk jangka waktu paling lama 24 ’dLn puluh empat ) bulan di thitung
saat terhutangnya pajak.

SPDKBT scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila

ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap _'-,';1?‘-1:

menyebabkan penambahan jumlah pajak vang terhutang. akan dikenaka:
sankst administrasi berupa kenaikan scbesar 100 % ( seratus persen ) dari

jumlah kekurangan pajak tersebut;

SKPDN sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila

jumlah pajak yang terhutang sama besarnva dengan jumlah kredit yajak
g J R o 5 R

atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak:

Apabila kewapiban membayar pajak terhbutang  dalam SKPDKB  dan
SKPDKBT scbagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a dan b tidak atau
tidak sepenuhnya  dibavar dalam jangka waktu vang telah  ditentuka

i1
ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi adm'mstr“'
berupa dengan 2 ©4 (dua persen ) sebulan:

Penambahan jumiah pajak vang terhutang sebagaimana dimaksud avat (4)

tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan  sendiri sehelum
dilakukan tindakan nemeriksaan.

BAB V1
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

"'1bmargm pajak dilakukan di Kas Dacrah atau tempat zam vang
itunjuk oleh Bupati sesuai waktu vang ditentukan dalam SPTPD.,

SK ’DKB, SKPDKBT dan STPD:

Apabila pembavaran pajak dilakukan di tempat lain vang ditunjuk hasi
penerimaan pajak  harus disctor ke Kas Daerah  sclambat - lamhurr a
P X 24 jam atau dalam waktu vang ditentukan oleh Bupati
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Pasal 4
Pembayaran pajak harus dilakukan sckaligus atau lunas:

Bupati dapat memberikan  persctujuan kepada  wajib  pajak  untuk
mengangsur pajak terhutang dalam hurun waktu tertentu setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan;

Angsuran pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada avat (2). hart
dilakukan secara teratur dan berturut turut dengan dikenakan dcmm
1

sebesar 2 % (dua persen) scbulan dari jumlah pajak vang belum atau
Kurang Im_\ur:

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menund
pembayaran pajak sampai batas waktu vang ditentukan sctelah memenuh

persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar 2 % (dua
persen) sebulan dari pajak vang bc-um atau kurang dibavar:

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembavaran serta tata
ara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada
2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

>asal 15

Sctiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 diberikan
tanda bukti pcmbayaran dan dicatat dalam buku penerimaan

BAR VIII
FATA CARA PENAGIIIAN PAJAK
Pasal 16

Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain vang scjenis scbagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari scjak
saat jatuh tempo pembavaran;

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah langgﬂ.l surat teguran atau Surat
teguran atau Surat Peringatan atau surat lain vang sejenis. wajib pajak
harus melunasi pajak yvang tehutang:

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dx.k" uarkan oleh Bupati.

Yasal 17

Apabila jumlah pajak vang masih harus dibavar tidak dilunasi dalam
Jangka waktu scbagaimana ditentukan dalam surat teguran atau Suras
Peringatan atau surat lain yang scjenis, jumlah pajak yang harus dibavar
.

ditagih dengan Surat Paksa:




2%

(2) Pcjabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu )
hari scjak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain vang
sejenis.

Pasai 18
Apabila jumlah pajak vang harus dibavar tidak dilunasi dalam jangka 2 x 24
Jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat scgera menerbitkan
Surat Perintah Mclaksanakan Penvitaan,

Yasal 19

Sctelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajak
setelah Tewat waktu 10 ( sepuluh) hart sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah
Meclaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penctapan tanggal
pelelangan kepada Kantor I.elang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal. jam dan tempat
pelaksanaan lelang Juru Sita memberitahukan dengan segera sccara tertulis
kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, Jenis dan isi formulir vang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
® o < =
pajak dacrah ditctapkan olch Bupati.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22
(1) Bupati  berdasarkan  permohonan  wajib  pajak  dapat  memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak:
(2

) Tata cara pengurangan, Keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud pada avat (1), ditctapkan olch Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Bupati karcna Jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

a. Membctulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang
dakam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung, dan
atau kekeliruan  dalam penerapan peraturan perundang — undangan
perpajakan dacrah:

b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak vang tidak benar:
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¢. Mengurangkan atau menghapiskan sanksi administrast berupa bunga,
denda atau kenatkan pajak vang terhutang dalam hal sanksi terscbut
dikenakan karena kehilafan wajib  pajak  atau  bukan karena
Kesalahannya.

Permohonan  pembetulan,  pembatalan,  pengurangan  ketetapan  dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKR
dan STPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus disampaikan secara
tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat selambat - lambatnva
30 (tiga puluh) hari scjak tanggal diterima SKPD. SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD dengan memberikan alasan vang jelas:

Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan

scbagaimana dimaksud pada avat (2) diterima. sudah harus memberikan
Keputusan:

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada avat
(3) Bupati atau Pejabat tidak membertkan  keputusan,  permohonan
pembetulan, pembatalan. pengurangan ketetapan dan penghapusana atau
pengurangan sankst administrasi dianggap dikabulkan,

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanva kepada Bupati atas suatu
a. SKPD:

b. SKPDKB:

¢. SKPDKBT;

d. SKPDILB:

¢. SKPDN.

Permohonan  keberatan  sebagaimana  dimaksud  pada avat (1) harus
disampaikan sccara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD. SKPDKB. SKPDKBT. SKPDLB dan SKPDN
diterima olch wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan
bahwa jangka waktu 1tu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannva;

Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
scjak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterima. sudah memberikan keputusan:

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas ) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan
keberatan dianggap dikabulkan:

Pengajuan keberatan scbagaimana dimaksud pada avat (1) tidak menunda
kewajiban membavar pajak.
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Pasal 23

(1) Wapb Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Senketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sctelah diterimanya
keputusan keberatan:

(2) Pengajuan banding scbagaimana dimaksud pada avat (1) tidak menunda
' kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila  pengajuan keberatan scbagaimana dimaksud alam pasal 25 atau
lkmd‘ ng sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan schagian atau
scluruhnva kelebihan  pembayaran pajak  dikembalikan  dengan  ditambal
imbalan bunga 2 % (dua persen ) sebulan untuk Jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat ) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal
(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran  pajak  kepada Buapti secara tertulis dan menvebutkan
sckurang - kurangnva :
a. Nama dan Alamat wajib pajak:
b. Masa Pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak:
d. Alasan vang jelas.

2 (dua betas Yy bulas

t-9

Bupati atau pejabat datam jangka wakty paling lama |
Han  kelebihan ,xnﬂw\mm*

sejak diterimanya  permohonan pengemba
I} harus memberikan keputusan:

pajak sebagaimana dimaksud pada avat (
(3) Apabila jangka waktu schagaimana dimaksud pada avat (1) dilampaui

Bupati atau  pejabat tidak  memberikan keputusan.  permohonan

pengembalian kelebihan pembavaran pajak  diangga

SKPDLB harus diterbitkan dalam wa Kty paling lama

<

D '_nl\umumw dan
{satu) bulan:

(R4
i
I

(4) Apabila wajib  pajak mempunyal hutang pajak lainnva. kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada avat (2) langsung
dlpprhxtungl\dn untuk melunasi terlebih dahuly hutang pajak dimaksud:

(5)  Pengembalian kelebihan pemb davaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPD] B dengan menerbitkan Surat
Perintah Membavar Kelebihan Pajak (SPMEKP):

(6) Apabila per gmluimn kelebihan  pembavaran majak dilakukan sctelah
lewat waktu 2 (dua) bu}:m sejak diterbitkannva SKPDLRB. Bupati atau
Pejabat mcmbcnl"\n imbalan bu 1:’ sebesar 2 ((dua ) persen sebulan

atas keterfambatan ncmln varan kelebthan pajak.



Pasal 28

f\pab'a kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak
lainnyva, scbagaimana dimaksud dalam pasal 27 avat (4) pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

Nl

BAB NIl
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 29

Hak untuk melakukan penagihan pajak. kadaluarsa sctelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung scjak saat terhutangnva pajak
kecualr apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
dacrah:

Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
tertangguh apabila :
a. Diterbitkannnva surat teguran dan surat paksa atau:
b. Ada pengakuan hutang pajak dan wajib pajak baik langsung maupun
tidak langsung.

BADB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 30
Pejabat Pegawai Negert Sipil tertentu di Hngkungan Pemerintah Dacrah
dibert wewenang khusus schagai Penvidik untuk  mclakukan penvidikan
undak pidana di bidang perpajakan dacrah sebagaimana dimaksud dalam
Undang —undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 1t l\um Acara Pidana:

Wewenang Penyidik schagaimana dimaksud pada avat (1) adalah

a. Menerima, mencari. mengumpulkan dan meneliti, Keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
Jelas:

b.  Meneliti, mencari dan men mu tkan  Kketerangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan
schubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

¢.  Meminta keterangan dan bahan bukt dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana i bidang perpajakan  dacrah
tersebut;

d. Memertksa buku —~ buku. catatan - cataan dan dm\v nen - dokx men
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah:

1 ]
cngkap dan
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¢.  Melakukan penggcledahan  untuk mcndupaﬂ;zm bahan  buku
pembukuan, pencatatan  dan  dokumen —  dokumen  lain.  serta

melakukan penvitaan terhadap bahan bukti tersebut:



mel:

(

d

l i

. Meminta bantwan tenaga ahli dolam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidanuza perpajakan dacrah:

g Menyuruh berhenti, melarang sescorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen vang dibawa  scbagaimana
dimaksud pada huruf c:

1

h. Memotret sescorang yang berkattan  dengan tindak pidana diperiksa
sebagai tersangka atau saksi:

1. Menghentikan penvidikan:

J. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penvidikan

tindak pidana di bidang perpajakan dacrah menurut hukum vang dapat

dipertanggungjawabkan,

Penyidikan  sebagaimana  dimaksud  pada avat (1) memberitahukan
dimulamya penyidikan dan menyvampaikan hasil penvidikannva kepada
penuntut  umum - scsuai dengan Retentuan vang  diatur - dalam

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana.

KETUENTUAN PIDANA

Pasal 31

Waiib pajak yang Kkarena kealpaanva tidak menvampaikan SPTPD atau

mengist dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan vang tidak benar schingea merugikan keuangan daers!

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) whun dan aton
Vi

denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak vang terhutang:

(-

i

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menvampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak  lengkap atau melampirkan
keterangan vang tidak benar schingea merugikan keuangan dacrah dapat
dipidana dengan pidana penjara paline lama 2 9dua ) tahun dan atau denda
paling banyak 4 (empat ) kali dari jumiah pajak vane terhutang.

Findak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tdak dituntut setelah
mmpaut jangka waktu 10 (sepuluh) tahun scjak terhutangnva pajalk
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) Pada saat berlakunva Peraturan Dacrah ini, maka segala ketentuan vang

bertentangan dengan Peraturan Dacrah ini dinvatakan tidak berlaku:

2) Pelaksanaan Peraturan Dacrah ini akan diatur dan ditetapkan febih

lanjutdengan Keputusan Bupati



Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

N

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturar
Dacrah ini dengan penempatannyva dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Mus)
Banvuasin.

Disahkan di Sckavu
pada tanggal 29 Mei 2002

BUPATI MUSI BANYUASIN.

L

TEX NOERDIN

Diundangkan di Sckayvu
pada tanggal 1 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN,

K
[} N

HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSEBANYUASIN TATIUN 2002 NOMOR 34



